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I. PENDAHULUAN 

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Utama Badan 
Pertanahan Nasional dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, 
Yth. Ganjar Pranowo/F-PDI Perjuangan  

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 

1. Alokasi anggaran BPN RI Tahun Anggaran 2010 sebesar 
Rp3.160.465.327.000,- dan realisasi anggaran hingga akhir triwulan keempat 
mencapai Rp2.294.506.501.783 (72,60%), yang digunakan untuk 8 (delapan) 
program.   

2. Tahun 2011, BPN mendapatkan anggaran sebesar Rp3.695.099.758.000,- 
yang diprioritaskan penggunaannya untuk melaksanakan program-program 
strategis BPN RI meliputi Percepatan legalisasi aset tanah masyarakat dan 
pemerntah, optimalisasi keberlanjutan dan keberlangsungan pelaksanaan 
reforma agraria, penertiban tanah-tanah yang terindikasi terlantar, percepatan 
penanganan kasus-kasus pertanahan dan optimalisasi pelaksanaan Kantor 
Pertanahan Bergerak (LARASITA). 

3. Program yang urgent dilakukan yakni untuk pengadaan sarana dan prasarana 
peralatan teknis pengukuran dan pengembangan sistem manajemen 
dokumentasi. 

4. Tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.556.250.000,- untuk 
pengadaan dan pengembangan Jaringan Referensi Satelit Pertanahan 
(JRPS/CORS), dan melalui APBN-P Tahun 2011 untuk penambahan 
pengadaan peralatan ukur sebesar Rp28.510.000.000,-. BPN menetapkan 
kebijakan untuk melakukan Sistem Manajemen kearsipan/dokumen secara 
lebih modern yang sejalan dengan kebijakan sistem Komputerisasi KKP 
maupun Kantor Pertanahan Bergerak LARASITA, dan Tahun 2011 BPN RI 
telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50.000.000.000,- untuk 
pengembangan Sistem Document Solution, untuk pengembangan sistem 
tersebut diajukan tambahan anggaran dalam APBN-P 2011 sebesar 
Rp20.990.000.000,-.  

5. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan BPN 
RI Tahun 2010, bahwa secara umum hasil temuan BPK terkait dengan 
kekurangpatuhan pada peraturan perundang-undangan serta keterlambatan 
hasil pekerjaan dan atas hasil temuan tersebut BPN telah menindaklanjuti 
dengan rencana aksi yang disampaikan ke BPK, sesuai kerangka waktu yang 
ditetapkan BPN RI. Keterlambatan hasil pekerjaan tersebut sebesar 144,98 
juta, namun BPN (PPK bersangkutan telah menyetorkan ke Kas Negara 
sebesar Rp149.986.980,- (13 April 2011) dan Rp240.539.600,- (13 Mei 
2011).  

III. KESIMPULAN/PENUTUP 

Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan 
kesempatan kepada Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional 
menyampaikan paparannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada BPN yang mendapatkan opini 
WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK terkait dengan hasil 
pemeriksaan laporan keuangan BPN tahun 2010. Selajutnya Komisi II DPR RI 



mendorong BPN untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga di tahun-
tahun yang akan datang bisa mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian).  

2. Sehubungan dengan tingkat penyerapan anggaran BPN pada tahun anggaran 
2010 sebesar 72,69%, Komisi II DPR RI meminta kepada BPN agar di tahun-
tahun mendatang lebih efektif dalam perencanaan pengalokasian anggaran 
untuk masing-masing program dan kegiatan, sehingga anggaran tersebut 
dapat lebih optimal dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja sekaligus 
mencapai target yang telah ditetapkan.  

3. Terkait dengan APBN perubahan Tahun Anggaran 2011, yaitu penambahan 
anggaran yang diajukan oleh BPN sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh 
milyar rupiah), Komisi II DPR RI belum dapat menerima usulan tersebut untuk 
ditampung dalam APBN Perubahan Tahun 2011.  Namun demikian, Komisi II 
DPR RI meminta BPN untuk mengajukan kembali usulan tersebut pada APBN 
tahun 2012.  

4. Komisi II DPR RI mendorong BPN untuk lebih meningkatkan kerjasamanya 
dengan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan 
yang berkaitan langsung dengan kepentingan masing-masing daerah 
tersebut.  

Rapat ditutup pukul 12.50 WIB.      
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